
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
TAHUN ANGGARAN 2023

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOGIRI



KATA PENGANTAR

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri dibentuk berdasarkan peraturan Bupati

Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran dan Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi

Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan dan

pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri mempunyai Visi yaitu :

“ Terwujudnya Kehidupan Masyarakat Yang Aman, Tertib, dan Tenteram “
Untuk mewujudkan Visi tersebut di atas, ditentukan Misi sebagai berikut :

1. Mewujudkan Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat

2. Meningkatkan Sinergitas dalam Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah

3. Memberdayakan Tugas dan Fungsi Satuan perlindungan Masyarakat

4. Meningkatkan Penanggulangan dan pencegahan Bencana Kebakaran

Sebagai institusi yang bertugas dalam penyelenggaraan keamanan, ketertiban dan ketenteraman pada

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri berkewajiban untuk tetap menjaga dan memelihara

kondusifitas wilayah Wonogiri agar penyelenggaraan pemerintahan di daerah dapat berjalan dengan

baik.

Kerangka Acuan Kerja (KAK) Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun

2023 disusun sebagai rencana dan dasar bagi pelaksana dalam menjalankan tugas dan merupakan

dasar dalam menangani dan menjalankan berbagai program dan Sub Kegiatan. Sub Kegiatan - Sub

Kegiatan yang dilaksanakan melibatkan Badan / Kantor / Satpol dan Linmas Kabupaten dan Dinas

Instansi terkait serta stakeholders dalam bentuk forum, dialog dan sosialisasi, fasilitasi, temu muka,

penertiban, pencegahan tindak kriminal, pemberdayaan masyarakat, kesiagaan bahaya kebakaran dan

lain-lain.

Untuk menghadapi tantangan kedepan diperlukan penekanan beberapa hal sebagai

berikut :

1. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan badan usaha di Kabupaten Wonogiri agar terwujud

kesadaran dan ketaatan masyarakat pada Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;

2. Menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Wonogiri agar

terwujud kondisi yang aman, tertib, dan tenteram dalam masyarakat dengan mengutamakan

persatuan dan kesatuan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia;



3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan menumbuhkan kesadaran masyarakat di dalam

mendukung terciptanya stabilitas keamanan, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di

Kabupaten Wonogiri agar terwujud kehidupan yang aman, tertib dan tentram dengan

mengutamakan persatuan dan kesatuan dalam kerangka pelaksanaan supremasi hukum;

4. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten

Wonogiri agar terwujud profesionalisme dalam Penegakkan Peraturan Daerah dan

Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Wonogiri;

5. Meningkatkan kualitas pelayanan publik agar terwujud profesionalisme dalam Penegakkan

Peraturan Daerah dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di

Kabupaten Wonogiri;

6. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan ketatalaksanaan Satuan Polisi   Pamong   Praja dan

PPNS Kabupaten Wonogiri agar terwujud pola kemitraan dalam Penegakkan Peraturan Daerah

dan Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat di Kabupaten Wonogiri;

7. Meningkatkan kapasitas Pemerintah Daerah guna mewujudkan Tata Pemerintahan yang baik

(good governance) di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

Demikian yang dapat disampaikan dengan maksud bahwa Kerangka Acuan Kerja (KAK)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri merupakan rencana untuk pelaksanaan Sub

Kegiatan pada Tahun 2023.

Wonogiri, Oktober 2022

KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN WONOGIRI

JOKO SUSILO, S.Sos, MM.
Pembina Tingkat I

NIP. 19690305 199311 1 001



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA SURAT MENYURAT

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat  Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri;

d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri
melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas kinerja dan pelayanan kepada masyarakat.
2. TUJUAN.

Tersedianya bahan pakai habis berupa materai.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat
berupa menyediakan bahan pakai habis materai.

D. SASARAN.
Penyediaan Jasa Surat Menyurat diperlukan untuk menyediakan materai guna kegiatan
administrasi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri sebanyak 4 laporan kegiatan

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 1.000.000,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR

DAN LISTRIK TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri
melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terbayarnya rekening telepon, air, listrik dan internet

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik berupa pembayaran rekening telepon, air, listrik dan internet.

D. SASARAN.

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik diperlukan untuk membayar
rekening telepon, air, listrik dan internet selama 12 bulan di lingkungan Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 36 laporan kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
F. JADWAL.

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.

Terpenuhinya Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 90.000.000,-
I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PEMELIHARAAN,
BIAYAPEMELIHARAAN, PAJAK, DAN PERIZINAN

KENDARAAN DINAS OPERASIONAL ATAU LAPANGAN
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri;

d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan Tahun
2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terpeliharanya aset-aset milik Pemerintah yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan,
Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan
berupa pemeliharaan dan perizinan aset-aset milik Pemerintah yang ada di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional atau Lapangan diperlukan untuk memelihara, menjaga, membayar pajak
dan memenuhi perizinan kendaraan operasional yang dimiliki oleh Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Wonogiri, sebanyak 14 Unit kendaraan operasional.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 75.000.000,-

I. PENUTUP
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub
Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas/Operasional atau Lapangan Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN JASA PELAYANAN UMUM
KANTOR TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang

Pembentukandan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri;

d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun
2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya jasa pelayanan umum kantor yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor berupa
1. Penyediaan bahan serta alat pembersih guna mendukung kenyamanan lingkungan

Satuan Polisi Pamong Praja
2. Tersedianya Honorarium bagi Tenaga Non ASN di lingkungan Satuan Polisi Pamong

Praja
D. SASARAN.

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor diperlukan untuk mendukung kebersihan
lingkungan serta pembayaran honorarium bagi tenaga Non ASN selama 12 bulan di
lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 27 laporan
kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
F. JADWAL.

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 1.400.423.984,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor Tahun 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BAHAN LOGISTIK KANTOR

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang ada di Kantor Satpol PP Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
berupa

- Tersedianya Makan dan minum untuk keperluan rapat serta jamuan tamu di Kantor

Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Penyediaan Bahan Logistik Kantor diperlukan untuk menyediakan makanan dan minuman
rapat serta jamuan tamu di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, yang meliputi
12 Paket kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 5.499.999,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Penyediaan Bahan Logistik Kantor Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN BARANG
CETAKAN DAN PENGGANDAAN

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri
melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan
penggandaan berupa Tersedianya barang cetakan dan penggandaan yang ada di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan diperlukan untuk keperluan administrasi di Satuan
Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 2 paket penyediaan barang.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 4.999.660,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Penyediaan Barang cetakan dan penggandaan Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN KOMPONEN INSTALASI
LISTRIK/PENERANGAN

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri
melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tahun
2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan yang ada di Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan berupa Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan yang ada di
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan diperlukan untuk mendukung kerja
Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 3 Paket pembelian
barang.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 1.999.930,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYEDIAAN PERALATAN DAN
PERLENGKAPAN KANTOR

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas

Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri;

d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.
2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri
melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor yang ada di Kantor Satuan PolisiPamong
Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor berupa Tersedianya Alat Tulis Kantor, kertas serta bahan komputer yang
ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor diperlukan untuk menyediakan ATK, kertas
serta bahan komputer guna mendukung kelancaran kerja Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 3 Paket pembelian barang.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 19.999.950,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PELAKSANAAN

AKUNTANSI SKPD
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri
melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya Catatan akuntansi yang baik yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja
Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan
Akuntansi SKPD berupa Tersedianya catatan akuntansi yang ada di Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.

Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD diperlukan untuk menunjang pelaksanaan tertib
administrasi dan pencatatan akuntansi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, yang
meliputi 6 Dokumen kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
F. JADWAL.

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Sub Kegiatan Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 1.000.000,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi Tahun 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYELENGGARAAN RAPAT KOORDINASIDAN
KONSULTASI SKPD

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.

Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri
melaksanakan Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.

2. TUJUAN.
Tersedianya perjalanan dinas untuk Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi
dan Konsultasi SKPD berupa Tersedianya perjalanan dinas untuk Kegiatan rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD diperlukan untuk mendukung
perjalanan dinas dalam rangka rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah di Satuan Polisi
Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 20 laporan kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.
F. JADWAL.

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.

Terselenggaranya Penyelenggaraan Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.
H. ANGGARAN.

Jumlah Anggaran Rp. 50.000.000,-
I. PENUTUP.

Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Tahun 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PENYUSUNAN DOKUMEN
PERENCANAANPERANGKAT DAERAH

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat
Daerah Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersusunnya dokumen perencanaan yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan
Perangkat Daerah berupa tersusunnya dokumen perencanaan perangkat daerah yang ada di
Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah diperlukan untuk acuan pelaksanaan
kegiatan serta target kinerja di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri,
yang meliputi 7 Dokumen perencanaan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Wonogiri.

F. JADWAL.

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 20.000.000,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub
Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN

CAPAIAN KINERJA DAN IKHTISAR REALISASI KINERJA SKPD
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terselesaikannya penyusunan laporan capaian kinerja dan realisasi kinerja Satuan Polisi
Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD berupa Terselesaikannya laporan LKJIP di
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri .

D. SASARAN.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
diperlukan untuk mendukung terselesaikannya laporan kinerja di Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 1 laporan LKJIP.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.

JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

A. KELUARAN.
Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD.

B. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 2.000.000,-

C. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN KOORDINASI DAN PENYUSUNAN LAPORAN
KEUANGAN BULANAN/TRIWULANAN/SEMESTERAN SKPD

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran yang tercatat dengan baik
yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong PrajaKab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Keuangan bulanan/triwulanan/semesteran berupa Tersedianya laporan keuangan yang tercatat
dengan baik yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran diperlukan
untuk mendukung tertib administrasi laporan keuangan di Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 14 laporan kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 1.999.490,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

KOORDINASI DAN PENYUSUNAN

LAPORAN KEUANGAN AKHIR TAHUN SKPD

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
e. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun yang tercatat dengan baik yang ada di Kantor
SatuanPolisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan
Akhir Tahun berupa Tersedianya penyusunan laporan Keuangan akhir tahun yang tercatat
dengan baik yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun yang diperlukan untuk tertib administrasi
laporan keuangan akhir tahun yang tercatat dengan baik di Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 1 laporan keuangan akhir tahun.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Akhir Tahun.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 1.000.000,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI GEDUNG
KANTOR DAN BANGUNAN LAINNYA

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN

1. Dasar Hukum.
a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya gedung kantor yang terpelihara dengan baik yang ada di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya berupa Tersedianya gedung kantor yang terpelihara dengan baik
yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya diperlukan untuk
pemeliharaan gedung kantor guna mendukung kenyamanan kerja di Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 2 Unit bangunan kantor Satpol dan Damkar.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 37.499.944,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN/REHABILITASI SARANA DAN

PRASARANA PENDUKUNG GEDUNG KANTOR ATAU BANGUNAN
LAINNYA

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana
Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terpeliharanya sarana dan prasarana gedung kantor dengan baik yang ada di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan
Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya berupa Terpeliharanya sarana
dan prasarana gedung kantor dengan baik yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Wonogiri.

D. SASARAN.
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya diperlukan untuk memelihara alat kantor dan rumah tangga sarpras gedung kantor di
Satuan Polisi Pamong Praja KabupatenWonogiri, yang meliputi 4 Unit sarpras.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung
Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 2.500.000,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan
Lainnya Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

SUB KEGIATAN PEMELIHARAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA
TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun
2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terpeliharanya Peralatan dan mesin kantor dengan baik yang ada di Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin
Lainnya berupa Terpenuhinya peralatan dan mesin kantor dengan baik yang ada di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya diperlukan untuk memelihara peralatan komputer
dan printer guna mendukung pekerjaan di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri,
yang meliputi 4 Unit peralatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 2.999.998,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYEDIAAN GAJI DAN TUNJANGAN ASN

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dengan baik yang ada di Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun

2023 berupa Terbayarnya gaji dan tunjangan ASN dengan baik yang ada di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 diperlukan untuk pembayaran
gaji dan tunjangan ASN selama 12 bulan Pegawai Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri, sebanyak 40 orang/bulan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terpenuhinya Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 5.644.226.844,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Tahun 2023 Tahun 2023.



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGADAAN PERALATAN DAN MESIN LAINNYA

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun
2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Tersedianya Peralatan dan mesin kantor dengan baik yang ada di Kantor Satuan Polisi
Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin
Lainnya berupa Terpenuhinya meja dan kursi yang dibutuhkan di Kantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Wonogiri.

D. SASARAN.
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan sarpras meja
dan kursi di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, yang berjumlah 20 Unit.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 14.999.979,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tahun 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENCEGAHAN GANGGUAN KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN

UMUM MELALUI DETEKSI DINI DAN CEGAH DINI, PEMBINAAN DAN PENYULUHAN,
PELAKSANAAN PATROLI, PENGAMANAN DAN PENGAWALAN

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban
Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan
Patroli, Pengamanan dan Pengawalan Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terlaksananya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan
Pengawalan dengan baik yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman
dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan,
Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan berupa

1. Pembinaan dan operasi penertiban umum dan ketenteraman masyarakat yang menjadi

kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja

2. Melaksanakan deteksi dini dan mengevaluasi hasil deteksi dini

3. Menyampaikan informasi dan himbauan yang terkait dengan peraturan daerah, peraturan

kepala daerah dan produk hukum lainnya kepada masyarakat.

4. Melakukan Patroli terhadap keberadaan PKL dan ODGJ

5. Pengamanan dan Pengawalan terhadap para pejabat daerah dan orang-orang penting
D. SASARAN.

Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah
Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawalan
diperlukan untuk menciptakan rasa aman dan nyaman warga masyarakat guna mendukung
penegakan Perda dan Perbup di 25 Kecamatan di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Wonogiri, yang berjumlah 60 kasus kejadian.

Dengan melihat jumlah laporan kegiatan Trantibum Tahun 2021:

Jumlah PKL yang ditertibkan sebanyak 136, PGOT 74, dan pelanggaran Perda sebanyak 3491
pelanggaran dimana peran serta perempuan dalam penciptaan ketenteraman dan ketertiban
dalam masyarakat masih relatif rendah dikarenakan belum tersedia kebijakan yang mendukung
peran perempuan dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat.



Untuk itu diperlukan peran serta perempuan dalam penciptaan ketentraman dan ketertiban
dalam masyarakat dan diharapkan dapat menekan jumlah pelanggaran menjadi 60 kasus

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi
Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan
Pengawalan.

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 81.999.980,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam
p e l a k s a n a a n Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli,
Pengamanan dan Pengawalan Tahun 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KOORDINASI PENYELENGGARAAN KETENTRAMAN DAN

KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT

TINGKAT KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri
melaksanakan Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum
serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terlaksananya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota dengan baik yang ada di Kantor Satuan
Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman
dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota berupa

1. Koordinasi dengan Kabupaten lain terkait kerjasama dan pemberdayaan linmas di daerah

perbatasan

2. Pengiriman anggota linmas desa dan kelurahan dalam kegiatan Upacara maupun Bantuan

pengamanan di lokasi obyek vital.
D. SASARAN.

Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota diperlukan untuk kegiatan koordinasi kelinmasan antar lintas kabupaten
serta bantuan pengiriman anggota linmas desa dan kelurahan di wilayah Satuan Polisi Pamong
Praja Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 10 dokumen kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta
Perlindungan masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 30.000.000,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan masyarakat
Tingkat Kabupaten/Kota Tahun 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMBERDAYAAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DALAM RANGKA

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri
melaksanakan Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka
Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terlaksananya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan

Ketertiban Umum dengan baik yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab.
Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan
Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum berupa

1. Pelatihan peningkatan kompetensi anggota linmas oleh narasumber yang berkompeten

2. Pengadaan atribut linmas untuk anggota linmas desa dan kelurahan

3. Pengiriman anggota linmas dalam rangka Jambore HUT Perlindungan Masyarakat di tingkat

Propinsi
D. SASARAN.

Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
diperlukan untuk meningkatkan kompetensi anggota linmas serta pengiriman pasukan dalam
rangka Jambore HUT Perlindungan Masyarakat di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 10 dokumen kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan
Ketertiban Umum

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 60.000.000,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum
Tahun 2023



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENINGKATAN KAPASITAS SDM SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT TERMASUK DALAM PELAKSANAAN

TUGAS YANG BERNUANSA HAK ASASI MANUSIA

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong
Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang
Bernuansa Hak Asasi Manusia Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terlaksananya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan

Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia dengan
baik yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan
Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas
Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia berupa

1. Pelatihan peningkatan kompetensi anggota Satpol PP oleh narasumber yang berkompeten

2. Pengadaan atribut Satpol PP untuk menunjang kegiatan di lapangan

3. Pengiriman gelar pasukan dalam rangka HUT Satpol PP di tingkat Propinsi
D. SASARAN.

Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia diperlukan untuk
meningkatkan kompetensi SDM Satpol PP serta pengiriman gelar pasukan dalam rangka HUT
Satpol PP di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, yang direncanakan
untuk 30 orang anggota Satpol PP.

Jumlah personil pelaksanaan gelar pasukan direncanakan sebanyak 30 Orang anggota dimana
diharapkan mengakomodir personil perempuan.

Hal ini dikarenakan peran serta personil perempuan dalam kegiatan gelar pasukan terbatas serta
adanya anggapan bahwa gelar pasukan hanya menjadi urusan laki-laki.

Dimana jumlah SDM Satpol PP saat ini berjumlah 67 orang yang terdiri dari :

Laki-laki : 62 Orang

Perempuan : 5 Orang

Dengan keterbatasan jumlah personil perempuan diharapkan kegiatan gelar pasukan akan
menambah wawasan personil perempuan tentang kegiatan gelar pasukan.



Adapun rencana pengiriman gelar pasukan dengan jumlah 30 Orang terdiri dari :

27 Laki-laki dan 3 perempuan anggota Satpol PP.
E. LOKASI SUB KEGIATAN.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi
Manusia

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 63.000.000,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat
Termasuk Dalam Pelaksanaan Tugas Yang Bernuansa Hak Asasi Manusia



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN KERJASAMA ANTAR LEMBAGA DAN KEMITRAAN DALAM TEHNIK

PENCEGAHAN DAN PENANGANAN GANGGUAN

KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata

kelola pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tehnik
Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terlaksananya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tehnik Pencegahan dan

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dengan baik yang ada di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan
dalam Tehnik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
berupa

1. Rapat Koordinasi dengan OPD, lembaga maupun instansi terkait dalam rangka pencegahan

dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten

Wonogiri

2. Koordinasi dan Konsultasi dengan Satpol PP Propinsi Jawa Tengah terkait Tehnik

pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum di wilayah Kabupaten Wonogiri
D. SASARAN.

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tehnik Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum diperlukan untuk kesamaan persepsi dan dukungan
dari OPD, lembaga dan Instansi terkait dalam rangka pencegahan dan penanganan gangguan Trantibum
di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, sebanyak 3 dokumen hasil kerjasama.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tehnik Pencegahan dan
Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum



H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 7.500.000,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan

Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Tehnik Pencegahan dan Penanganan
Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGAWASAN ATAS KEPATUHAN TERHADAP PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terlaksananya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan

Peraturan Bupati/Walikota dengan baik yang ada di wi la yahKantor Satuan Polisi Pamong
Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan
Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berupa

1. Pengadaan atribut Satpol PP guna mendukung kegiatan penegakan Perda dan Perbup di

wilayah Kabupaten Wonogiri

2. Melaksanakan Patroli wilayah terhadap pelaksanaan Perda dan Perbup

3. Koordinasi dengan OPD terkait terhadap pelanggaran Perda dan Perbup yang terjadi di
lapangan

D. SASARAN.
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota diperlukan untuk menjamin kepatuhan masyarakat terkait penegakan Perda dan
Perbup di 25 Kecamatan di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 25
laporan hasil kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan
Peraturan Bupati/Walikota

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 24.999.970,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENANGANAN ATAS PELANGGARAN

PERATURAN DAERAH DAN PERATURAN BUPATI/WALIKOTA

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri
melaksanakan Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terlaksananya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota

dengan baik yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.
C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran
Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota berupa

1. Pelaksanaan Patroli wilayah dengan cara pencopotan baliho, papan reklame, poster dan

atribut yang melanggar Perda dan Perbup

2. Koordinasi dengan Instansi terkait dalam hal Penegakan Perda dan Perbup

3. Pelaksanaan kegiatan pengumpulan informasi dan penindakan terhadap adanya cukai rokok

ilegal di wilayah Kabupaten Wonogiri dari dana DBHCHT
D. SASARAN.

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota diperlukan untuk
melaksanakan penegakan Perda dan Perbup di 25 Kecamatan di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja
Kabupaten Wonogiri, yang meliputi 25 laporan hasil kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan
Bupati/Walikota

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 450.565.730,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan

Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN KAPASITAS DAN KARIER PPNS

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS Tahun
2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terlaksananya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS dengan baik yang ada di Kantor
Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier
PPNS berupa

- Rapat Koordinasi terhadap rencana pengembangan kapasitas dan karier PPNS yang ada di

lingkungan Satpol PP Kabupaten Wonogiri
D. SASARAN.

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan
karier PPNS sebanyak 5 orang yang ada di Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri,
yang meliputi 2 laporan hasil kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 2.999.920,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan

Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PEMADAMAN DAN PENGENDALIAN KEBAKARAN DALAM DAERAH

KABUPATEN/KOTA TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam
Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terlaksananya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

dengan baik yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.
C. RUANG LINGKUP.

Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam
Daerah Kabupaten/Kota berupa

1. Pengadaan atribut Damkar guna mendukung kinerja petugas Damkar di lapangan

2. Pencegahan dan pemadaman kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Wonogiri

maupun bantuan pemadaman di daerah perbatasan antar kabupaten

3. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarpras pemadam kebakaran

4. Peningkatan daya tahan tubuh anggota Damkar dalam upaya menjaga stamina di lapangan

jika terjadi kejadian Kebakaran
D. SASARAN.

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota diperlukan untuk
mencegah dan mengendalikan kejadian kebakaran yang terjadi di wilayah Kabupaten Wonogiri
maupun di wilayah perbatasan antar kabupaten, yang meliputi 30 laporan hasil pelaksanaan
kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 250.286.970,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan

Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran Dalam Daerah Kabupaten/Kota



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYELAMATAN DAN EVAKUASI

KORBAN KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN

TAHUN 2023

A. PENDAHULUAN
1. Dasar Hukum.

a. Undang - undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
b. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan

dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
c. Peraturan Bupati Wonogiri Nomor 75 tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok,

Fungsi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri;
d. Program Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri Tahun 2023.

2. Gambaran Umum.
Guna Pelaksanaan implementasi reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan tata kelola
pemerintahan yang bersih dan baik, maka Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten
Wonogiri melaksanakan Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan
Non Kebakaran Tahun 2023.

B. MAKSUD DAN TUJUAN.
1. MAKSUD.

Meningkatnya kualitas pelayanan dan profesionalisme aparatur pemerintah.
2. TUJUAN.

Terlaksananya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran dengan baik
yang ada di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Wonogiri.

C. RUANG LINGKUP.
Metode/Mekanisme yang digunakan dalam Sub Kegiatan Penyelamatan dan Evakuasi Korban
Kebakaran dan Non Kebakaran berupa

- Pelaksanaan penyelamatan gangguan hewan berbahaya di lingkungan masyarakat serta

Evakuasi terhadap korban kebakaran maupun non kebakaran
D. SASARAN.

Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran diperlukan untuk menjaga
masyarakat dari gangguan hewan berbahaya serta evakuasi terhadap korban kebakaran maupun
non kebakaran yang terjadi di wilayah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri, yang
meliputi 100 dokumen hasil kegiatan.

E. LOKASI SUB KEGIATAN.
Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Wonogiri.

F. JADWAL.
JAN FEB MAR APR MEI JUNI JULI AGST SEPT OKT NOV DES

G. KELUARAN.
Terselenggaranya Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran

H. ANGGARAN.
Jumlah Anggaran Rp. 3.999.560,-

I. PENUTUP.
Demikian Term Of Reference (TOR) ini disampaikan sebagai panduan dalam Sub Kegiatan
Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran dan Non Kebakaran


